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Abstrak

Artikel ini membahas tentang konflik tanah di Kecamatan Tempurejo, tepatnya di
Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Konflik berawal dari
pemasangan patok batas oleh Perhutani yang diduga oleh masyarakat Mandiku
sebagai upaya Perhutani untuk Menguasai kawasan Mandiku. Runtuhnya rezim Orde
Baru menjadi sebuah titik tolak bagi kebangkitan gerakan organisasi rakyat di
berbagai sektor seperti buruh, petani dan nelayan yang selama ini diam. Adanya
keterbukaan dan minimnya tindakan represif pada petani di era reformasi semakin
memberi peluang bagi mereka untuk melakuakan gerakan yang bersifat sosial politik.
Tuntutan petani di Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo menjadi salah satu
kasus yang muncul di era reformasi. diawali dengan masalah pemasangan patok
batas yang dilakukan Perhutani dan Pengakuan Perhutani bahwa tanah yang
ditempati oleh Warga Mandiku dan Warga Pondokrejo merupakan kawasan Hutan
yang dimiliki Perhutani. petani yang memiliki anggapan bahwa tanah memiliki arti
sebagai sumber ekonomi petani. Melalui wadah Petani Perjuangan, para petani di
Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berusaha memperjuangkan hak atas
tanah mereka yang telah diakui oleh Perum Perhutani. Melalui pendekatan kualitatif
dengan wawancara dan dokumentasi sebagai upaya pengumpulan data, serta
mengambil subyek gerakan sosial politik yang dilakukan oleh Petani Perjuangan.
Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial politik yang dilakukan oleh
Perjuangan Petani. Dengan fokus pada tiga permasalahan utama yaitu Status tanah,
Tuntutan Petani Perjuangan dan Aksi Perlawanan dilakukan dalam batasan
tahun.

2007 hingga 2010. Kesimpulan yang dapat diperoleh, Tuntutan Petani bukan lagi
diakibatkan hubungan ekploitatif tapi juga karena adanya keterbukaan sistem yang
memberikan peluang kepada petani untuk melakukan pergerakan tidak hanya diam.

Kata kunci: konflik tanah, gerakan sosial politik, Tuntutan petani, Perjuangan Petani.

Abstract

This article discusses land conflicts in Sub Tempurejo, precisely in Hamlet Mandiku
Sidodadi Village and Village Pondokrejo. Conflict begins with the installation of the
boundaries by Perhutani Mandiku suspected by the public as an attempt Perhutani to
Mastering Mandiku region. The collapse of the New Order regime becomes a starting
point for the revival movement of people's organizations in various sectors such as
workers, farmers and fishermen who had been silent. Openness and lack of repressive
action on farmers in the reform era increasingly provide opportunities for them to
perform movements that are social and political. Demands of the farmers in the
village Mandiku Sidodadi and Rural Pondokrejo become one of the cases that arise
in the reform. begins with the installation of the boundaries that problem by
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Perhutani and Recognition Perhutani that the land occupied by the Citizens and
Residents

Pondokrejo Mandiku is owned Perhutani Forest neighborhood. farmers who have the
notion that the land has a meaning as an economic resource farmers. Through
Farmers Struggle container, farmers in the village Mandiku Sidodadi and Rural
Pondokrejo trying to fight for their land rights recognized by Perum Perhutani.
Through a qualitative approach with interviews and documentation as data collection
efforts, and take the subject of social and political movements performed by Farmers
Struggle. This study describes the socio-political movements performed by Farmers
Struggle. With a focus on three main issues, namely land status, demands Farmers
Struggle and Resistance Action conducted within the confines of the year.
2007 to 2010. The conclusion that can be obtained, Demands Farmers no longer
result exploitative relations but also because of the openness of the system that
provides opportunities for farmers to do the movement not only silence.

Keywords: land conflicts, political and social movements, demands of farmers,
Farmers Struggle.
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RINGKASAN

Ringkasan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Sengketa Tanah
Mandiku: Studi Kasus Tuntutan Masyarakat Atas Hak Milik Tanah Di Kecamatan
Tempurejo Kabupaten Jember, Siti Munawaroh, 070110301083; 2014, 155, Jurusan
Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember. Pemasangan patok dan rencana tukar
guling yang diajukan Perhutani sangat meresahkan masyarakat Mandiku dan
Pondokrejo. Pada 12 Januari 2008 masyarakat Mandiku yang tergabung dalam
Penguyuban Petani Perjuangan Mbah Ungu (P3MU) mengirimkan surat dengan No.
03/P3MU/1.01/2008 kepada Ketua DPRD Jember Cq Komisi A tentang tanah
Mandiku. Surat tersebut berisi penyampaian keterangan bahwa telah terjadi
pemasangan patok secara sepihak oleh Perhutani Jember di perbatasan Dusun
Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo. Pada 16 Januari 2008 Komisi A
DPRD Kabupaten Jember Abdul Ghofur, pada kunjungan kerja ke Dusun Mandiku
Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo berpidato di hadapan masyarakat menyampaikan
bahwa tanah yang ada di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo tidak
mungkin dihutankan lagi, karena sudah ditempati penduduk yang cukup padat dan
juga sudah terdapat bangunan—bangunan yang permanen, lengkap dengan sarana dan
prasarana. Abdul Ghofur selaku Komisi A DPRD mengatakan hal demikian tidak
membuat masyarakat menjadi tenang karena pemasangan patok tersebut sudah sangat
meresahkan masyarakat, sehingga pada 02 Februari 2008 masyarakat Mandiku dan
Pondokrejo menggelar aksi protes didepan Kantor Perum Perhutani Jember. Pada 27
Mei 2008 pihak Perhutani dan masyarakat Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa
Pondokrejo mengadakan rapat bersama di Balai Dusun Mandiku Desa Sidodadi
Kecamatan Tempurejo. Rapat tersebut membahas tentang usulan administratur
Perhutani KPH Jember Taufik Setiyadi untuk melakukan tukar guling. Menurut
Taufik Setiyadi tukar guling bukan tanpa alasan. Dalam rapat dengan Komisi A

DPRD Jember waktu itu, Taufik memaparkan sejumlah alasan mengapa tukar guling
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menjadi salah satu solusi konflik tanah Mandiku tersebut. Menurut Taufik, sesuai
aturan yang berlaku, luas lahan hutan di Jawa minimal harus 30% dari total luas pulau
Jawa. Kenyataanya luas hutan di Jawa hanya 28%, dan oleh sebab itu setiap
pelepasan sejengkal tanah di Jawa harus diganti dengan sejengkal hutan pula. Pada
26 Mei 2010 Petani Perjuangan mengirimkan permohonan rekomendasi tanah
Mandiku Desa Sidodadi dan Desa Pondokrejo kepada Bupati Jember yang diketahui
oleh Kepala Desa serta Camat Tempurejo. Pada 16 Juni 2010 surat tersebut mendapat
respon dari Bupati Jember dengan No. 590/348/1.11/2010. Rekomendasi dari Bupati
yang mengatakan bahwa tanah Di Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan Desa
Pondokrejo yang telah ditempati dan digarap secara turun—temurun agar dapat
dikeluarkan dari kawasan hutan (dienclave) dan selanjutnya diserahkan kepada
masyarakat. Rekomendasi bupati tersebut membuat wakil masyarakat Mandiku dan
Pondokrejo yang terkumpul dalam P3MU (Penguyupan Petani Perjuangan Mbah
Ungu) Dusun Mandiku Desa Sidodadi dan KTPKW (Kelompok Tani Perjuangan
Kembang Wungu) Desa Pondokrejo kecewa, karena Bupati tidak langsung
menegaskan bahwa tanah yang disengketakan tersebut menjadi hak milik sedangkan
Bupati sendiri mempunyai wewenang untuk menegaskan bahwa tanah tersebut dapat
menjadi hak milik masyarakat Mandiku dan masyarakat Pondokrejo. Hal ini

diungkapkan oleh Agus Sutrisno.
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